
 

   

 

 

 

 

[BUPATI NGANJUK 

 

 PROVINSI JAWA TIMUR 

 

   PERATURAN BUPATI NGANJUK 

   NOMOR  43  TAHUN 2023 

 

   TENTANG 

   PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN   

    NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

   BUPATI NGANJUK 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas 

perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, 

dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan 

akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan 

Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati 

II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali  terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor 

13  Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655);  
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2021 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 

Nomor 221); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan 

Penggunaan Bagian-bagian Jalan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 

Nomor 8); 

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU. 
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BAB  I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1  

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk. 

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas dan fungsi 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk  

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 

satu pintu. 

7. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan 

Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya 

mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 

dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan 

satu tempat. 

9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah 

kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya 

secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai 

dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu 

dalam satu pintu. 

10. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha 

yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan/atau bukti 

legalitas segala bentuk persetujuan dari pemerintah dan 

pemerintah daerah kepada seseorang dan/atau pelaku 

usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan/atau 

bukti legalitas atas sahnya sesuatu dari pemerintah dan 

pemerintah daerah kepada seseorang atau sekelompok 

orang serta pelaku usaha dalam kemudahan pelayanan, 

fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya. 

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 

Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 

15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat 

OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh 

lembaga OSS untuk dan atas Nama Menteri, pimpinan 

lembaga, Gubernur, atau Bupati/wali kota kepada 

pelaku usaha melalui sistem Elektronik yang 

Terintegrasi. 

16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya 

disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi 

yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS 

untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

17. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian 

dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan 

akibat bahaya. 

18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah 

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 

19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non 

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan 

pada bidang tertentu; 

20. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha 

di wilayah Negara Republik Indonesia. 

21. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara 

negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau 

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

22. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut 

Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk 

bertindak dalam ranah hukum publik; 

23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih 

rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat 

beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; 

24. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, 

kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung; 
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25. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau 

kegiatan oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS; 
26. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang 
tertentu di Daerah; 

27. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan 

penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat; 

28. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan 
Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha; 

29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi 
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya; 

30. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti 
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha; 

31. Non KBLI KBLI adalah jenis usaha atau kegiatan 

ekonomi yang tidak termasuk dalam Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia; 

32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan dalam negeri. 

 

BAB  II  

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Pasal  2                

 

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 

dalam pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan di Daerah. 

 

Pasal  3                 

 

Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah: 

a. meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan 

dan kepastian hukum kepada masyarakat; 

b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan prima; dan 

c. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing 

daerah. 

 

Pasal  4                     

 

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu terwujudnya pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, 

pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas dan 

meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

Perizinan dan Nonperizinan. 
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BAB  III  

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

 

Pasal  5   
 

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya 
kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang 

menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang 

menjadi urusan pemerintah pusat yang diberikan 

pelimpahan wewenang kepada Bupati. 
(3) Jenis pelayanan yang didelegasikan kepada Kepala 

DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 

Pasal  6  
 

(1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2) huruf a, dapat melalui sistem yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat.  

 

Pasal  7  

 

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi 

terkait. 

 

Pasal  8                                              

 

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan 

Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara 

administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada 

perangkat daerah terkait 

 

Pasal  9  

 

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, 

dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang 

merupakan representasi dari perangkat daerah dan/atau 

terkait. 
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(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan 

teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan 

Nonperizinan. 

(3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB  IV  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal  10  

 

(4) Permohonan perizinan yang disampaikan sebelum 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan belum 

diterbitkan izinnya, dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

Peraturan Bupati ini. 

(5) Perizinan yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini 

mulai berlaku, masih berlaku sampai dengan 

berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut. 

 

BAB  V  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  11  

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan 

Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk 

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  12  

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nganjuk di 

Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; dan 

b. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2O20 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati 

Nganjuk di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Nganjuk; 
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c. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk  

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

 

Pasal  13  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 

 

 

   Ditetapkan di Nganjuk 

   Pada tanggal 22 September 2023 

   BUPATI NGANJUK, 

 

ttd. 

 

   MARHAEN DJUMADI 
 

Diundangkan di Nganjuk 

pada tanggal  22 September 2023 

    

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK, 

 

   ttd.        
 

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19661227 198602 1 001 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR  43 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

SUTRISNO, SH, M.Si 

Pembina  

NIP. 19680501 199202 1 001 


